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Proses Hukum Gedung Deprov Tidak Jelas

PROSES hukum dugaan penyimpangan proyek Gedung DPRD
Provinsi (Deprov) Sulteng tidak jelas. Padahal sudah sebulan
lewat, rapat gabungan Komisi I dan I1l DPRD Provinsi (Deprov)
memutuskan dugaan penyimpangan proyek tersebut ke proses

hukum.

Oleh : TEMU SUTRISNO

Rabu (10/7/2013) laly, ra-
pat gabungan Komisi I dan III
yang dipimpin Wakil Ketua
Deprov, Syafrun Abdullah,
secara bulat anggota Deprov
menyepakati Proyek gedung
baru Deprov dilimpahkan ke
proses hukum,

Syafrun yang dihubungi ke-
marin (Rabu, 14/8/2013)
mengungkapkan, sejauh ini
belum ada tindaklajut atas
keputusan rapat gabungan
komisi tersebut.

Sebelumnya Kabag
Persidangan Sekretariat DPRD

Provinsi (Deprov) Sulteng HB
Lasompoh menuturkan, proses
hukum terkait kasus gedung
Deprovyang menjerat PT Mitra
Gusnita Nanda, ditunda untuk
sementara waktu. Penundaan
tersebut tidak mempengaruhi
keputusan rapat gabungan
Komisi I dan Komisi 11l yang
merekomendasikan mene-
ruskan dugaan penyimpan-
gan gedung Deprov ke ranah
hukum,

“Cuma kelihatannya sebelum
sampai ke sana (ranah hukum).
Masih ada sidang atau rapat

lagi, dari Pak Ketua mung-
kin harus melalui rapat lagi,
apakah komisi satu lagi apakah
komisi tiga untuk mengun-
dang pihak-pihak yang terlibat
proses ini, termasuk Benny
Tandra,” papar Lasompoh,
Senin (15/7/2013).

Sementara mengenai keleng-
kapan berkas untuk proses
hukum kasus tersebut, dia-
kui Lasompoh sudah lengkap
dan untuk sementara berkas
gugatan tersebut disimpan di
Bagian Umum,

“Kita serahkan kepada

v

pimpinan, mau arahkan ke-
mana proses hukum gedung
Deprov, barangkali dibawa
ke kepolisian dulu atau ke-
jaksaaan,” terangnya.
Ketidakjelasan tindaklanjut
putusan Deprov menambah
daftar panjang, permasalahan
yang disorot lembaga legis-
latif dan berlalu begitu saja.
Masih lekat diingatan masya-
rakat Sulteng, Deprov pernah
menyuarakan proyek Kolam
Renang di area STQ. Proyek
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« PROSES HUKUM

tersebut terbengkalai dan diduga
merugikan daerah miliaran rupiah.
Proyek yang tak selesai itu, kini ber-
lalu tanpa proses hukum jelas.

Catatan lainnya, Panja Tindaklajut
Temuan BPK yang dibentuk Deprov
telah merekomendasikan audit
investigatif dan proses hukum atas
dum aset yang melanggar peraturan

© dan merugikan keuangan daerah.
Faktanya, sampai saat ini rekomen-
dasi itu tidak pernah diparipurna-
kan. Ketua Panja Aset, Irwanto Lubis,
mengaku tidak mengetahui kenapa
kerja timnya diabaikan begitu saja.
Padahal sebagai anggota Badan
Musyawarah, Ia telah berulangkali
minta agar dijadwalkan paripurna
hasil kerja Panja.

Bukan hanya soal aset, Deprov juga
pernah membentuk Pansus penelu-
suran Tata Niaga Kayu Hitam. Pansus
yang dipimpin Asgar Djuhaepa
itu, menemukan kejanggalan dan
dugaan pelanggaran hukum Tata
Niaga Kayu Hitam. Namun, sekali
lagi rakyat Sulteng tidak mengetahui
ujung pangkal hasil kerja Pansus
dikemanakan. Kembali ke Gedung
Deprov. Dalam rapat gabungan ko-
misi, mantan kuasa direksi PT Mitra
Gusnita Nanda (MGN), Zainuddin
dan kuasa direksi Pathwel Mangoni,
pesimis dapat melakukan perkuatan
beberapa titik struktur yang men-
jadi temuan Puslibang Kementerian
Pekerjaan Umum.

Zainuddin selaku kuasa per-
tama, menyatakan dirinya tidak.

bertanggungjawab atas kualitas ban-
gunan, karena telah mengundurkan
diri tahun 2008 saat mengikuti tes
CPNS di Donggala. Ia menjadi kuasa
direksi MGN pada tahun 2007-
2008, awal pembangunan gedung
dikerjakan. “Awalnya saya bertemu
Dede Sakkung dan Benny Tandra
di warung kopi saat tender kedua.
Saya diminta membawa dokumen
penawaran ke DPRD. Saat menang
tender, saya tidak tahu prosesnya,
Dede Sakkung dan Benny bilang,
saya saja kuasa direksi Mitra Gusnita
Nanda. Saya tidak kenal direkturnya
dan dimana alamat kantornya,” jelas
Zainuddin.

Sementara Pathwel mengakui
hanya melanjutkan pekerjaan yang
ditinggalkan Zainuddin. Saat itu ia
diminta menjadi kuasa direksi tanpa
bertemu langsung dengan Direktur
MGN. “Saya sebagai karyawan PT Tri
Ratna waktu itu hanya diminta KTP
sama Benny Tandra selaku direktur
Tri Ratna dan tiba-tiba mendapatkan
tugas sebagai kuasa direksi PT Mitra
Gusnita Nanda,” akunya.

Secara teknis Pathwel mengakui
tidak memahami persoalan gedung
tersebut. Teknis di lapangan di-
laksanakan Kohar. “Saya hanya tahu
tandatangan. Teknis tidak tahu.
Bahkan uang satu rupiah pun saya
tidak pegang dan saya tidak terima.
Bisa ditelusuri, siapa yang cairkan
uang itu. Ada Master Mind di belak-
ang saya. Dia yang pegang kebijakan
dan keuangan. Ini sudah rahasia

sambungan dari hal. 1

umum, semua orang tahu Rajawali
21,” papar Pathwel.

Soal surat pernyataan kesiapan
memperbaiki sesuai rekomendasi
Puslitbang PU, Pathwel mengakui ia
yang tanda tangan. Namun konsep
pernyataan tersebut bukan dia yang
buat. “Secara yuridis saya bertang-
gungjawab dan tahu akibatnya. Tapi
saya tidak punya uang untuk itu.
Kalau ada, secara pribadi saya siap
memperbaiki. Tapi Master Mind
tidak mau. Saya sudah berulang-
kali mendesak agar ditindaklanjuti.
Malah beberapakali kali baku ambe.
Akhirnya gara-gara ini, sejak Agustus
2012 sayamundur dari Tri Ratna dan
tidak pernah komunikasilagi dengan
Master Mind yang saya katakan tadi,”
beber Pathwel.

Mendapat penjelasan Pathwel, be-
berapaanggota Deprovmenyarankan
agar persoalan Gedung Deprov tidak
berlarut-larut, sebaiknya diselesai-
kan secara hukum.

Diungkapkan Syafrun, berdasarkan
temuan BPK telah terjadi kerugian
sekira Rp2 miliar pada proyek senilai
Rp16 miliar. Demikian halnya dengan
Puslitbang PU, perkuatan beberapa
titik struktur diperkirakan memer-
lukan anggaran sekira Rp2 miliar.

“Karena ini telah jadi keputusan
rapat, saya minta saudara Sekretaris
Dewan untuk menyiapkan semua
bahan yang diperlukan untuk proses
hukum ini. Silahkan dikaji pelaporan
ke KPK atau aparat hukum lainnya,”
kata Syafrun. ***




